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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Ada Keterkaitan antaraPapera dengan Oditur Militer dalam pelimpahan 

perkara ke Pengadilan militer, keterkaitan tersebutterdapat dalam pemberian 

pendapat hukum oleh oditur militer  kepada papera untuk menentukan suatu 

tindak pidana untuk diselesaikan melalui  pengadilan militer sebagai dasar 

pertimbanga papera untuk mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan 

Perkara (Skeppera), karena tanpa adanya Skeppera dari papera oditur militer 

tidak dapat melimpahkan Perkara pidana tersebut ke Pengadilan Militer. 

Jadi hubungan yang sangat krusial antara papera dengan oditur militer 

terjadi dalam menetukan arah dari penyelesaian tindak pidana yang 

dilakukan oleh anggota TNI tersebut. 

2. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara papera dengan oditur militer, 

dengan permohonan oditur militer papera harus mengirimkan berkas perkara 

tersebut ke Pengadilan Militer Utama, kemudian pengadilan militer utama 

akan bersidang satu kali dan dengan putusan yang bersifat final akan  

memberikan suatu putusan yang menentukan bahwa perkara tersebut akan 

diselesaikan melelui jalur pengadilan militer atau hukum disiplin prajurit 

dan putusan tersebut harus segera dilaksanakan. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas penulis memberikan saran yaitu; 

Perlu adanya keharmonisan dalam hubungan antar lembanga-lembaga 

peradilan di indonesia pada khususnya dalam lingkungan peradilan militer, 

dengan kata lain masing-masing lembaga harus dapat menjaga hubungan yang 

baik dengan lembaga-lembaga yang lain guna memberikan suatu kelancaran 

dalam penyelesaian suatu perkara agar terciptanya kepastian hukum sesuai 

dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga 

apa yang menjadi tujuan dan maksud dari undang-undang yang bersangkutan 

dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya perlu adanya suatu 

peraturan yang  jelas mengenai batas waktu untuk Papera dalam menerbitkan 

Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) guna mempersingkat waktu, 

serta mengurangi penundaan penyelesaian perkara ataupun ketidak jelasan dari 

penyelesaian perkara tersebut supaya ada kepastian hukum, dikarenakan hal 

tersebut tidak ada pengaturan secara khusus dalam undang-undang maupun 

dalam peraturan pelaksana. 
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